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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang beribukota di Palembang. 

Kota Palembang mempunyai jembatan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) 

sebagai lambang kota yang terletak di tengah-tengah kota Palembang. 

Jembatan Ampera tersebut merupakan penghubung antara daerah seberang 

ulu dan seberang ilir kota palembang yang dipisahkan oleh sungai Musi. 

Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Sumatera, 

dengan panjang 750 km.
1
  

Sungai merupakan perairan air tawar yang mengalir dari sumbernya di 

daratan tinggi ke daratan rendah dan bermuara di laut.
2
 Sungai Musi 

bersumber dari mata air yang ada di penggunungan bukit barisan, sumber 

mata air tersebut membentuk dua sisi aliran sungai. Satu sisi aliran sungai 

mengalirkan air dari Kabupaten Kepahyang hingga ke Provinsi Bengkulu 

yang disebut sungai Air Alas, sedangkan sisi lainnya mengalirkan air sungai 

dari Kabupaten Empat Lawang hingga Provinsi Sumatera Selatan dan disebut 

sungai Musi.
3
 Bagian ulu kawasan sungai Musi terdapat di daerah perbatasan  

                                                             
1
 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Sungai Musi, 

https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-

musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi Diakses pada tanggal 20 Februari 

2021 pukul 21:55. 
2
 Verani Nurizki, Hubungan Manusia dan Lingkungan Akibat Dinamika Hidrosfer, 

https://www.slideshare.net/veranikiki/dinamika-hidrosfer-geografi-kelas-x diakses pada tanggal 21 

Oktober 2020 pukul 16:28. 
3
 Padliansyah. Daftar Sungai Di Bengkulu. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_Alas 

Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 00:45. 

https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi
https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi
https://www.slideshare.net/veranikiki/dinamika-hidrosfer-geografi-kelas-x
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_Alas
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antara  Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu dengan daerah Ulu Musi 

Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, sementara kawasan 

hilirnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi 

Banyuasin (Muba) dan Kota Palembang.
4
 Secara histori daerah ulu sungai 

Musi itu sendiri merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten 

Lahat dengan Ibu Kota yang berkedudukan di Tebing Tinggi. Kabupaten 

Empat Lawang diresmikan pada tanggal 20 April 2007 yang diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (yang selanjutnya akan disebut UU 

RI No. 1 Tahun 2007).
5
 

Sungai Musi sejak dahulu sudah digunakan masyarakat sebagai sarana 

transportasi, objek wisata serta dimanfaatkan untuk sumber mata pencaharian. 

Sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam baik sumber 

energi maupun sumber pangan.
6
 Sungai Musi juga merupakan  penghasil 

sumber pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan, dengan adanya sungai 

Musi tersebut menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah 

penghasil perikanan terbesar. 

Sumber daya alam yang ada di perairan sungai Musi sangat dipengaruhi 

oleh daerah pangkal sumber mata air atau bagian ulu sungai, yakni terletak di 

                                                             
4
 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Sungai Musi, 

https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-

musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi Diakses pada tanggal 20 Februari 

2021 pukul 21:55. 
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 7 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Empat Lawang. 
6
 Prahu-Hub, Sumatera Selatan Yang Kaya Sumber Energi Dan Pangan, 

https://www.prahu-hub.com/sumatera-selatan-yang-kaya-sumber-energi-dan-pangan/ Diakses 

pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 22:11. 

https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi
https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi
https://www.prahu-hub.com/sumatera-selatan-yang-kaya-sumber-energi-dan-pangan/
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daerah perbatasan antara Kepahyang Kabupaten Curup Bengkulu dengan 

daerah Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Banyak masyarakat Empat 

Lawang yang memanfaatkan sungai Musi sebagai sumber mata pencaharian, 

seperti pengambilan pasir dan bebatuan yang ada di sungai untuk dijadikan 

bahan material pembangunan, alternatif transportasi jalur air, serta 

penangkapan ikan untuk diperjual-belikan maupun untuk dikonsumsi sendiri. 

Pada saat melakukan penangkapan ikan hendaklah memperhatikan 

prinsip kelestarian sumber daya ikan serta kelestarian lingkungan sekitar.
7
 

Maka dari itu pemerintah telah menetapkan beberapa macam jenis alat 

penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya, hal ini ditetapkan untuk 

menghindari adanya penangkapan ikan dengan cara menggunakan peralatan 

yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. 
8
 Terdapat 

beberapa jenis alat penangkapan ikan yang dapat digunakan oleh masyarakat 

untuk menangkap ikan di sungai Musi seperti, jaring lingkar, jaring angkat, 

perangkap, pancing serta alat penjepit dan melukai. Namun, kelemahan dari 

penggunaan alat-alat tersebut yaitu membuat masyarakat mendapatkan ikan 

dengan jumlah yang sedikit. 

Penangkapan ikan ilegal banyak dilakukan oleh beberapa oknum untuk 

meningkatkan hasil tangkapannya. Delik ini diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

                                                             
7
 Lantun P Dewanti, Dkk, Prinsip Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Kepada 

Kelompok Nelayan Dalam Upaya Perikanan Berkelanjutan Di Kabupaten Pangandaran, 

Http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20642/9907 Diakses pada tanggal 06 Desember 

2020 pukul 16:52. 
8
 Rahayu T. Puji, Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan, ALPRIN, Jawa Tengah, 2008,Hlm 32. 
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Tahun 2004 Tentang Perikanan.
9
 Terdapat banyak jenis upaya penangkapan 

ikan secara ilegal salah satunya yaitu menggunakan bahan kimia dan setrum. 

Penggunaan bahan kimia dan setrum dilarang dikarenakan sangat berbahaya, 

terlebih jika digunakan secara besar-besaran. Penggunaan bahan kimia dan 

setrum secara berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap 

lingkungan dan dapat menyebabkan penurunan jumlah ekosistem yang ada di 

sungai Musi. 

Penggunaan bahan kimia dapat menyebabkan polusi air serta dapat 

membunuh semua jenis ikan baik ikan yang besar ataupun ikan kecil. 

Penggunaan bahan kimia juga dapat membahayakan masyarakat yang 

menggunakan dan mengkonsumsi air tersebut. Kemudian penggunaan setrum 

dengan tegangan listrik tinggi akan membunuh semua jenis ekosistem di 

sungai Musi. Tidak hanya itu, penggunaan setrum juga sangat membahayakan 

keselamatan pelaku serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sungai 

daerah tangkapan dalam jarak tertentu. Oleh karena itu penggunaan bahan 

kimia dan setrum tergolong penangkapan ikan secara ilegal dan dilarang. 

Pemerintah telah menentukan jenis alat penangkapan ikan dan/atau alat 

bantu penangkapan ikan, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya 

penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan 

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlu 

dilakukan proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh orang 

yang memanfaatkan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan ikan 

                                                             
9
 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
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atau pengangkutan ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumber daya 

ikan tersebut secara melawan hukum. Pengawasan dan penegakkan hukum 

dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ikan merupakan hal yang 

relatif baru sehingga belum banyak dipahami seberapa besar pentingnya dari 

kegiatan ini,
10

 jika tidak maka akan terjadi penurunan secara terus menerus 

terhadap kualitas dan kuantitas ikan, serta menimbulkan dampak yang sangat 

buruk terhadap kelestarian lingkungan. 

Pada tahun 2006 peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan 

kimia dan setrum secara besar-besaran pernah terjadi di Kabupaten Empat 

Lawang yaitu di Kota Tebing Tinggi ketika masih menjadi bagian dari 

Kabupaten Lahat, sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. 

Keberadaan hukum pun berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik 

atau pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat. Bagaimana 

penyelesaian konflik itu dapat berjalan, salah satu caranya telah diatur dalam 

hukum acara.
11

 Kemudian pada tahun 2017 kembali terjadi penangkapan ikan 

dengan menggunakan setrum, dengan pelaku yang dipidana denda sebesar 

Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Maka dari itu peristiwa tersebut 

ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Kabupaten Empat Lawang, upaya yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian resor Empat Lawang sangatlah efektif mulai 

dari penangkapan, penahanan, serta program kerja yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi kembali. Akan tetapi 

                                                             
10

 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf  Diakses pada tanggal 09 

November 2020 pukul 12:21. 
11

 Priyanto Anang, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ombak, Yogyakarta, 2012, Hlm 1. 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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disamping keberhasilan upaya pihak kepolisian terdapat juga beberapa faktor 

yang menjadi hambatan saat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian tersebut. 

Kantor kepolisian resor Empat Lawang sekarang berada dibawah 

pimpinan AKBP Wahyu, S.I.K. yang bertempat di Kota Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, maka tindakan kejahatan 

tersebut diatas membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait upaya 

kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap  

penangkapan ikan secara ilegal, khususnya pada penggunaan bahan kimia dan 

setrum. Serta untuk mengetahui hal-hal apa yang mempengaruhi keberhasilan 

kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap 

penangkapan ikan secara ilegal tersebut dengan mengajukan judul penelitian 

adalah sebagai berikut: “Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang dalam 

Menegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan 

hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor 

Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan 

secara ilegal ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kajian dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian resor Empat 

Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara 

ilegal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor Empat Lawang dalam 

menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penulisan ini secara sederhana dapat 

penulis klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan paradigma 

berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya 

pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan 

tindak pidana pelaku penangkapan ikan ilegal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Penulis 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, 

legislatif, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah 

mengenai penanganan terhadap penangkapan ikan secara ilegal.  
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b. Untuk Masyarakat 

Secara umum bagi para penangkap ikan dan khususnya bagi tindak 

pidana penanganan terhadap penangkapan ikan ilegal supaya 

menggunakan alat-alat yang telah ditetapkan, agar tidak merusak 

kelestarian sumberdaya ikan serta lebih memperhatikan lingkungan 

sekitar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, 

maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada bagaimana 

upaya kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum 

pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep 

tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi 

penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep menjadi kenyataan.
12

  

Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni 

struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), 

                                                             
12

 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, 

Bandung, 2010, Hlm. 15 
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dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan 

aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut 

dalam suatu masyarakat.
13

 Struktur dan system hukum terdiri atas unsur-

unsur sebagai berikut, jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya 

(termasuk jenis kasus yang berwenang untuk mereka periksa), dan tata 

cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.
14

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pokok penegakan hukum, 

faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif 

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor 

tersebut yakni sebagai berikut : 

1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi oleh Undang-Undang 

saja. 

2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.  

 

                                                             
13

 Ibid., Hlm. 7 
14

 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 28. 
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Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan 

esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari 

efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu kelima faktor tersebut akan 

dibahas lebih lanjut dengan mengutamakan contoh-contoh yang diambil 

dari kehidupan masyarakat Indonesia. 

2. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman 

 Sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, 

hukum dan budaya hukum. Unsur-unsur sistem hukum dibagi menjadi 3 

(tiga) jenis, yaitu:
15

 

1) Substansi hukum (Substance) 

Pengertian substansi hukum adalah hakikat dari isi yang di 

kandung didalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum 

meliputi seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis seperti hukum materil (hukum substantif), hukum formil 

(hukum acara) dan hukum adat. 

2) Struktur Hukum (Stucture) 

Pengertian struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, 

pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat 

hukum. Struktur hukum ini didirikan atar tiga dasar elemen yang 

mandiri, yaitu: 

1) Berteknis-system, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah 

dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian. 

                                                             
15

 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American 

Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001. Hlm. 6- 

8. 
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2) Intellingen, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat 

pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen 

operasional (pelaksanaan hukum) 

3) Beslissingen en handelingen, yaitu putusan-putusan dan tindakan-

tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga 

masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan 

serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam 

hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi. 

3) Budaya Hukum (Legal Culture) 

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan 

bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam 

kerangka budaya milik masyarakat umum.
16

 Budaya hukum juga 

merupakan bagian-bagian dari kultur dan pelaksanaan hukum, cara 

bertindak dan berpikir (bersikap), baik yang berdimensi untuk 

membelokkan kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauhi 

hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap 

terhadap hukum tersebut, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang 

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang 

sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat didalam kerangka 

budaya masyarakat.
17

 

                                                             
16

 Jurnal Civil Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017 Tentang “Penguatan Budaya Hukum 

Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif” Oleh Imam Pasu Marganda 

Hadiarto Purba, Hlm 149, https://core.ac.uk/download/pdf/207786971.pdf Diakses pada tanggal    

05 November 2020 pukul 15:13. 
17

 Zakky, Penggolongan Hukum, https://www.zonareferensi.com/penggolongan-hukum/ 

Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 12:58. 

https://core.ac.uk/download/pdf/207786971.pdf
https://www.zonareferensi.com/penggolongan-hukum/
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3. Teori Kebijakan Penal dan Non Penal 

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah penal policy atau 

criminal policy merupakan suatu usaha yang digunakan untuk 

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yaitu berupa sarana hukum 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu sama 

lain. Maka dari itu penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu 

jalur hukum pidana (penal) dan jalur diluar hukum pidana (non penal): 

a. Kebijakan Pidana Secara Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara penal merupakan suatu 

upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh 

setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini bertujuan untuk 

menindak lanjuti para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 

serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat, sehingga tidak di ulanginya lagi dan orang lain 

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya 

sangat berat. 

b. Kebijakan Pidana Secara Non-Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non penal yaitu meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu.
18

 

                                                             
18

 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Rosda Karya, Jakarta, 2007, Hlm 139. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasilan penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta 

untuk melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode 

penelitian juga memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi 

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, 

sumber data, serta dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan 

selanjutnya diolah dan dianalisis.
19

 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “Methodos” dan 

“Logos”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara 

atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki 

langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik 

penelitian.
20

 Penelitian hukum pada dasarnya untuk mendapatkan kebenaran. 

Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran secara religius dan metafisis, 

melainkan dari segi epistemology.
21

 Metode penelitian yang digunakan pada 

proposal skripsi ini adalah: 

1) Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah 

                                                             
19

 Anwar Hidayat, Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis, 

https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-

penelitian.html#Metode_Penelitian Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 17:09. 
20

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bumi aksara, 

Jakarta, 2006, Hlm 125. 
21

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2005, 

Hlm 20. 

https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Metode_Penelitian
https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Metode_Penelitian
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metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam 

artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakat.
22

 Begitu juga Menurut Abdulkadir 

Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris 

(applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi 

kausu hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.  

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari 

ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum in 

concreto dalam masyarakat.
23

 Oleh karena  itu penelitiam hukum empiris 

ini adalah hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur 

diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia 

kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara 

personal individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-

lembaga hukum yang eksis, hukum dalam artian kenyataan (sen).
24

 

Metode hukum empiris menggunakan data primer (data yang 

diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, 

observasi, koersioner, sample dan sebagainya). Dasar yang dipakai untuk 

menganalisis metode penelitian hukum empiris ini yaitu teori-teori sosial. 

                                                             
22

 Mujiburrahman, 35 Metodologi Penelitian Hukum - “Metodologi Penelitian Hukum”, 

https://studihukum.wordpress.com/2014/09/27/metodologi-penelitian-hukum-2/ Diakses pada 

tanggal 05 November 2020 pukul 18:17.  
23

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, Hlm 52. 
24

 Qamar Nurul Dkk, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV. Social 

Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, Hlm 5. 

https://studihukum.wordpress.com/2014/09/27/metodologi-penelitian-hukum-2/
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Tujuan dan metode penelitian hukum empiris ini ialah deskriptif, 

eksplanatif dan prediktif.
25

 

2) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari 

jawabannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Socio 

Legal, Socio Legal merupakan sebuah studi yang melihat hukum melalui 

penggabungan antara normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan 

pendekatan ilmu non-hukum. Socio Legal bersifat perspektif yaitu 

member solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa 

normatif dan pendekatan non-hukum atau aspek sosial.
26

 

Selain itu juga digunakan pendekatan perundang-undangan yaitu 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
27

 Pendekatan 

perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari 

konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

                                                             
25

 Parta Setiawan, Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, 

Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli, https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-

hukum/ Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:26. 
26

 Kodrat Wibowo, Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan 

Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 

2007 Tentang Penanaman Modal, Hlm 4-5. 

Https://Www.Academia.Edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pen

gembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_N

o_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 

19:18. 
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2009, Hlm 93. 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
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https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_Modal
https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_Modal
https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_Modal
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Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang 

yang lain, dan lainnya.
28

 

3) Sumber Data Penelitian 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian lapangan (field research), data primer juga merupakan 

data dasar dalam penelitian yang diperlukan sebagai data pokok 

dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan 

komprehensif terhadap data sekunder. 

b) Data Sekunder 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (library 

research) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun 

dari berbagai sumber tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan inti 

permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dapat diperoleh 

melalui bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer 

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

                                                             
28

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pres, Jakarta, 2001. Hlm. 14 
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2) Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: 

buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian 

skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
29

 

3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, 

seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang 

membuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.  

4) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Empat 

Lawang Jl. Noerdin Panji Km. 3,5 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang, Sumatera Selatan karena Polres Empat Lawang bisa mendukung 

data-data yang valid dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan 

permasalahan hukum yang diteliti guna memperoleh pemenuhan data 

yang riil dari penelitian empiris sosiologis tersebut. 

5) Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang bersangkutan 

di Kepolisian Resor (Polres) Empat Lawang. 

 

                                                             
29

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1982, Hlm 24. 
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b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel 

yang dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan 

berdasarkan pada pertimbangan kemampuan informan atau responden 

dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas 

sehingga permasalahan dalam skripsi penulis dapat terjawab dan tujuan 

penulis dapat tercapai. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Petugas Kepolisian Resor Empat Lawang : 

- Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum di Kepolisian Resor 

Empat Lawang (kasatreskrimum) 

- Kepala Unit Pidana Umum  (kanit pidum) 

6) Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (library research) 

untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah serta mengutip dari bahan-bahan 

kepustakaan tersebut. 

2. Studi lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan 

wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 
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data dengan melalui hubungan pribadi atau kontrak antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).
30

 

Serta teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi 

bukan dari orang sebagai sumber, tetapi memperoleh informasi dari 

macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada 

informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya pikir.
31

 

7) Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, 

penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan secara 

tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang 

utuh.
32

 Yaitu dengan cara menganalisis data-data primer dan sekunder 

untuk memperoleh jawaban atas masalah tentang upaya kepolisian resor 

Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap pelaku penangkapan 

ikan dengan menggunakan bahan kimia dan setrum. 

8) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri 

adalah cara mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data 

khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil 

dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta 

hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik 

                                                             
30

 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005, Hlm 72. 
31

 Ibid. 
32

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm 250. 
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maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat 

umum.
33
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi kesatu), Kencana, Jakarta, 2002,  

Hlm 202. 
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